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Abstract
Fiduciary Law, which is known by the public was not able to cover the whole what is experienced by the 
creditor. These problems have long been going on, but no effort from the government and society to improve 






atau lazim disebut dengan Fiduciare Eigendom 
Overdracht
menunjukkan itikad baik dengan melaksanakan 
dapat terjadi wanprestasi baik karena kelalaian 
default) dari pihak konsumen ataupun karena terjadi 
force majeur
dalam melindungi kreditur jika debitur wanprestasi. 
kepada tukang penadah motor. Kemudian dari pihak 
kreditur baru akan mencari sepeda motor tersebut 
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pada tukang-tukang penadah dijual kembali kepada 
sparepart 
melakukan lelang. Lelang dilakukan secara umum 
maupun di bawah tangan.
dengan cara kekerasan dan pemaksaan berusaha 
untuk menarik kembali sepeda motor dari debitur 
membentengi dari permasalahan ini.
Walaupun sekarang telah dikeluarkan Peraturan 
tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia 
menjamin bahwa kreditur tidak akan dirugikan oleh 
Secara umum pembentukan peraturan perndang-
 Mengadakan suatu penelitan ilmiah jelas 
harus menggunakan metode. Metode berarti harus 
mencari informasi secara terencana dan sistematis. 
atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini 
hokum dan pendapat sarjana atau para ahli hukum.
secara kualitatif untuk menganalisis dan menjawab 
suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan 
B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 
Melalui Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen Kendaraan 
Bermotor Roda Dua
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Consumers Finance) 
barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 
perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang 
Customer Finance Company
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angsuran”.
dan pihak Supplier 
mengenai hubungan para pihak dalam suatu transaksi 
Bagan.1.
Hubungan Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen
untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah 
sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk 
mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan 
secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang 
Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. 
Hukum sebagai landasan pembangunan bidang 
law as a 
tool of social engeneering
dispute resolution) dan instrumen pengatur 
social control). Supremasi 
agenda pembangunan nasional berjalan dengan 
predictability
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana 
C. Persoalan-Persoalan Dalam Undang-Undang 
Jaminan Fidusia
Ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 
Jaminan Fidusia. Permasalahan tersebut muncul 
Jaminan Fidusia.
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tata cara permohonan pendaftaran jaminan 
Jaminan Fidusia.
Sedangkan kelemahan-kelemahan lain di 
mempengaruhi Undang-Undang Jaminan Fidusia 
Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Pada 
pihak kreditur untuk menarik debitur menikmati 
tersistematisasi.
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan 
D. Perlindungan Hukum dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia Bagi Kreditur 
Melalui Jaminan Fidusia Pada Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen Kendaraan 
Bermotor Roda Dua Dengan Mengatasi 
Segala Permasalahan yang Ada
dalam pembangunan hukum jaminan fidusia ini 
antara lain :
Sesuai dengan konsideran dalam Undang-
bahwa pendaftaran fidusia wajib dilakukan 
oleh kreditur dan hal ini diatur pula dalam Pasal 
Pendaftaran fidusia wajib dilakukan untuk 
memberikan perlindungan hukum kepada para 
Undang-Undang Jaminan Fidusia 
Pendaftaran Fidusia dan menghilangkan 
kebiasaan negatif mereka.  Pendaftaran ini juga 
dijaminkan;
b. Untuk memberikan perlindungan hukum 
dan kepastian hukum kepada penerima 
terhadap kreditur preference;
d. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas 
spesialitas;
e. Untuk memenuhi asas kepastian tentang 
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f. Memberikan rasa aman kepada kreditur 
penerima jaminan fidusia dan perihal 
jaminan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
sanksi administratif secara bertahap berupa 
pencabutan izin usaha.
ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan 
menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
penadah dan tukang plat motor. Mereka 
beroperasi secara ilegal dengan menerima 
Motor-motor tersebut dijual oleh debitur kepada 
dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Penerima Fidusia.
termasuk dalam tindak pidana. Sanksi tindak 
pidana terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang 
Jaminan Fidusia.
pihak kepolisian untuk mengamankan dan hal 
ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
maka akan menjadi persoalan lain.
3. Dengan menciptakan konsep bahwa ketertiban 
atau keteraturan dalam rangka pembaharuan 
dalam sistem hukum kita adalah pendaftaran 
ikatan jaminan atas benda terdaftar. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa perjanjian 
mungkin ada tanpa didahului oleh suatu 
akta notaris oleh Pembentuk Undang-Undang 
Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai 
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Bagian Kedua Undang-Undang Jaminan Fidusia 
ini dapat dicantumkan dalam Undang-Undang 
dalam arti kaidah atau peraturan hukum 
memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur 
dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman”.
Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 
bahwa dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia 
perubahan antara Kementerian Kehakiman 
dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Undang Jaminan Fidusia.
Supremasi hukum bermakna pula sebagai 
memberi jaminan bahwa agenda pembangunan 
(predictability
law as a tool of social engeneering), instrumen 
(dispute resolution) dan 
social 
control) sangat penting dalam pembangunan hukum 
antara lain dalam hal :
pemberian kredit bagi debitur.
Pembentukan jaring-jaring pengaman ini 
dapat dilakukan dengan jalan melaksanakan 
prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal 
nasabah ini juga diatur dalam Peraturan Menteri 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi 
Lembaga Keuangan Non Bank.
Selain itu OJK juga memberikan ketentuan 
tersebut wajib disusun sendiri paling sedikit 
hasil penilaian sendiri tersebut kepada OJK 
Bila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka 
Jasa Keuangan Non-Bank.
peraturan tersebut menjadi suatu keharusan 
ini.
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Pendaftaran Fidusia dengan penambahan 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan 
dan Hak Asasi Manusia juga melaksanakan 
sekaligus sebagai fungsi kebijakan penegakan 
kini adalah dengan memberikan fasilitas 
Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik 
pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual 
one day service
 https://
 namun dirasakan perbaikan 
sistem pendaftaran juga perlu diseimbangkan 
dengan penambahan jumlah dan kualitas dari 
pendaftaran dapat diatasi.
konsumen dalam pemberian uang muka.
maka diperlukan pengaturan mengenai uang muka 
diharapkan resiko terhadap debitur wanprestasi dapat 
lebih ditekan.
Pasal tersebut secara tegas memberikan sanksi 
go.id.).
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
Down Payment
Down Payment) 
dikenakan sanksi administratif secara bertahap 
pencabutan izin usaha.
Pengawasan dapat dilakukan dengan menerjunkan 
secara langsung para personil OJK untuk melakukan 
Pengawasan secara langsung harus dilakukan sebab 
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E. Penutup
dipandang negatif dan  kemudian dikembangkan 
oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum 
sebagai berikut :
menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
3. Dengan menciptakan konsep bahwa ketertiban 
atau keteraturan dalam rangka pembaharuan 
pemberian kredit bagi debitur.
Pendaftaran Fidusia.




Hak-Hak Yang Memberi Jaminan
Ind-Hill co 
Bank dan Lembaga Keuangan 
Lainnya
Hukum Tentang Pembiayaan 
Dalam Teori dan Praktek
Ilmu Hukum. Bandung : 
Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian 
Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut 
Hukum Indonesia. 
Bakti.
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